
2.

Pasal 17 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6994);

1.

d.

c.

b.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai
pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga
wajib me1akukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;
bahwa pengendalian atas penye1enggaraan kegiatan
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di
lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan melalui
penerapan sistem pengendalian intern dengan
pendekatan model tiga lini;
bahwa untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan
peran para pihak dalam model tiga lini, perlu mengatur
sistem pengendalian intern dengan pendekatan model tiga
lini terintegrasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem
Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan
Kementerian Keuangan;

a.

MENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA
NOMOR83 TAHUN2024

TENTANG
SISTEMPENGENDALIANINTERNTERINTEGRASI
DILINGKUNGANKEMENTERIANKEUANGAN

SALINAN
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Pasal1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
Kementerian melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang­
undangan.

2. Model Tiga Lini adalah pendekatan yang digunakan dalam
penerapan Sistem Pengendalian Intern untuk
mengelompokkan fungsi-fungsi penting organisasi dalam
pengendalian intern dan pengelolaan risiko menjadi tiga
lini peran.

3. Model Tiga Lini Terintegrasi adalah pelaksanaan peran
an tar lini secara terstruktur, kolaboratif, saling
melengkapi, dan utuh sebagai satu kesatuan ekosistem
pengendalian intern.

4. Pengawasan adalah tindakan atau proses untuk
mengawasi, memantau, dan mengendalikan suatu
kegiatan, pegawai, dan/ atau sistem guna memastikan
berjalan sesuai dengan rencana, aturan, atau standar
yang telah ditetapkan untuk mengantisipasi, mendeteksi,
dan merespons risiko sedini mungkin, sehingga langkah­
langkah korektif dapat segera diambil untuk mencapai
tujuan yang diinginkan.

5. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa
yang berdampak terhadap pencapaian sasaran.

BAB I
KETENTUANUMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIANKEUANGAN.

MEMUTUSKAN:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 118/PMK01/2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
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6. Manajemen Risiko adalah proses sistematis dan
terstruktur untuk mengelola Risiko pada tingkat yang
dapat diterima guna memberikan keyakinan yang
memadai terhadap pencapaian sasaran.

7. ProfilRisikoadalah dokumenyang dihasilkan dari proses
ManajemenRisikoyangminimalmemuat informasidaftar
kejadian, penyebab, dampak Risiko, level kemungkinan
keterjadian Risiko,dan leveldampak Risiko.

8. Rencana MitigasiRisiko adalah dokumen yang memuat
informasidaftar kejadianRisiko,langkahmitigasi,periode
pelaksanaan, dan penanggungjawab.

9. Matriks Risiko dan Pengendalian (Risk Control Matrix)
yang selanjutnya disebut ReMadalah matriks yang berisi
sekumpulan Risiko berikut level dan pengendaliannya
atas suatu proses bisnis/program/kegiatan.

10. Penelusuran Rekam Jejak yang selanjutnya disebut
Clearance adalah proses penelusuran rekamjejak terkait
integritas pada penelusuran yang sekurang-kurangnya
meliputi catatan hukuman disiplin, sanksi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai,
pelaporan pelanggaran, serta bila diperlukan dapat
dimintakan informasi kepatuhan pelaporan perpajakan
dan harta kekayaan pegawai, transaksi keuangan
mencurigakan, dan digital footprint.

11. Pemantauan berkelanjutan adalah metode pemantauan
dengan memanfaatkan teknologi yang dilaksanakan
secara berkelanjutan dan terotomatisasi dalam rangka
meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses
pemantauan.

12. Audit berkelanjutan adalah metode audit dengan
memanfaatkan teknologi yang dilaksanakan secara
berkelanjutan dan terotomatisasi dalam rangka
meningkatkan efektivitasdan efisiensiproses audit.

13. Supervisiadalah kegiatan yang dilakukan oleh lini ketiga
untuk memastikan kesesuaian proses pemantauan UKI
dengan pedoman melalui pengujian dokumen
pemantauan, konfirmasi,dan observasi.

14. Eksaminasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh lini
ketiga untuk memastikan kebenaran dari/atau potensi
kesalahan atas pemantauan UKI melalui pengujian
dokumen dan konfirmasi.

15. Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan oleh lini ketiga
untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemantauan
oleh UKIdalam suatu periode tertentu melalui pengujian
dokumen dan konfirmasi.

16. Kementerianadalah kementerianyangmenyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

17. Unit Organisasi adalah unit Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya atau unit Eselon I dan unit Non Eselon di
lingkunganKementerian.

18. Unit NonEselon adalah unit organisasi NonEselonyang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
MenteriKeuangan.

19. Unit Kerja adalah unit di lingkungan Kementerianyang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

GtJ
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Pasal2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai kerangka

kerja dalam:
a. penerapan Sistem Pengendalian Intem di lingkungan

Kementerian dengan pendekatan Model Tiga Lini
Terintegrasi; dan

b. penguatan efektivitas Sistem Pengendalian Intem
melalui pengawasan oleh lini pertama, lini kedua,

£tv

pimpinan Unit Organisasi dan Iatau melalui pimpman
unit kerja.

20. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Kerja yang
melaksanakan tugas teknis operasional dan Iatau tugas
teknis penunjang tertentu.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

22. Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat yang diangkat
untuk memimpin Unit Organisasi.

23. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat yang diangkat untuk
memimpin Unit Kerja dan bertanggung jawab kepada
Pimpinan Unit Organisasi.

24. Atasan Langsung adalah Pimpinan Unit Kerja terkecil
yang langsung membawahi pegawai, atau pejabat yang
diberikan kewenangan sebagai atasan langsung pegawai.

25. Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intem
pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Menteri.

26. Unit Kepatuhan Intemal yang selanjutnya disingkat UKI
adalah Unit Kerja pada setiap tingkatan Unit Organisasi
yang menyelenggarakan fungsi kepatuhan intemal sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi
dan tata kerja Kementerian Keuangan.

27. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU
adalah instansi di lingkungan Kementerian yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan Iatau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.

28. Satuan Pengawasan Intem Badan Layanan Umum yang
selanjutnya disingkat SPI BLUadalah unit kerja BLUyang
menjalankan fungsi pengawasan intem.

29. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya
disingkat TIKadalah teknologi yang berhubungan dengan
pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
penyebaran, dan penyajian informasi.

30. Pejabat Manajerial adalah pejabat yang memiliki fungsi
memimpin Unit Organisasi dan Iatau Unit Kerja, serta
memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di
bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.

31. Pejabat Nonmanajerial adalah pejabat selain Pejabat
Manajerial yang mengutamakan kompetensi bersifat
teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung
jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja
pegawai.
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(2)

Sistem Pengendalian Intern terdiri atas 5 (lima)unsur
sebagai berikut:
a. lingkunganpengendalian;
b. penilaian Risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasidan komunikasi; dan
e. pemantauan pengendalianintern.
Lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf a diwujudkanmelalui:
a. penegakan integritas dan nilai etika;
b. komitmenterhadap kompetensi;

(1)
Pasal4

BABII
UNSURSISTEMPENGENDALIANINTERN

Pasal3
Nilai-nilaipenerapan SistemPengendalianIntern meliputi:
a. antisipatif, yaitu Sistem Pengendalian Intern harus

mampu untuk mengantisipasi dan memprediksi
kemungkinanperistiwaatau perubahan yang akan terjadi
dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat untuk
mengatasi permasalahan atau memanfaatkan peluang
yang akan datang;

b. detektif,yaitu Sistem PengendalianIntern harus mampu
untuk mengidentifikasiadanya potensi atau mendeteksi
terjadinya permasalahan, pelanggaran, penyimpangan,
dan/ atau ancaman sedekat mungkin dengan waktu
kejadian;

c. responsif,yaitu SistemPengendalianIntern harus mampu
untuk melakukan tindakan korektif dan pemulihan atas
permasalahan, pelanggaran, penyimpangan, danIatau
ancaman yang terjadi dengan cepat dan tepat;

d. adaptif, yaitu Sistem Pengendalian Intern harus mampu
untuk merespons perubahan lingkungan, arahan
pimpinan, dan kebutuhan pemangku kepentingan dalam
rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan; dan

e. terintegrasi, yaitu seluruh aparatur, proses, dan TIK
dalam Sistem Pengendalian Intern merupakan satu
kesatuan ekosistem yang terstruktur, kolaboratif, saling
melengkapi,dan utuh.

dan lini ketiga secara terintegrasi atas Risiko
pegawai,proses bisnis, dan TIK.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern
sehinggaKementerianmampu:
a. mengantisipasi dan mendeteksi Risikodengan lebih

tepat;
b. melakukan tindakan korektif atas setiap

permasalahan dan pelanggaran yang terjadi secara
cepat dan tepat; dan

c. merespons perubahan lingkungan, arahan
pimpinan, dan kebutuhan pemangku kepentingan,

dalam rangka menjaga dan meningkatkan efektivitas,
efisiensi,serta kepatuhan operasionalKementerian.
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(6)

(5)

daya dansumberJ.

1.

f.

(4)

c. kepemimpinanyang kondusif;
d. pembentukan struktur orgamsasr yang sesuai

dengan kebutuhan;
e. pendelegasian wewenangdan tanggung jawab yang

tepat;
f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat

terkait pembinaan sumber daya manusia;
g. perwujudan peran aparat pengawasan intem

pemerintah yang efektif;dan
h. hubungan kerja yang baik dengan instansi

pemerintahterkait.
Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. identifikasi Risiko, yang pelaksanaannya minimal

memenuhi ketentuan sebagaiberikut:
1. menggunakan metodologiyang sesuai dengan

sasaran unit dan sasaran pada tingkatan
kegiatan secara komprehensif;

2. menggunakanmekanismeyangmemadaiuntuk
mengenali Risiko dari faktor ekstemal dan
faktor intemal; dan

3. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan
risiko;

b. analisis Risiko untuk memahami sifat Risiko dan
menentukan karakteristik, besaran Risiko,dan level
Risikoyang telah diidentifikasi;dan

c. evaluasi Risiko untuk mengambil keputusan perlu
tidaknyamitigasiRisikolebih lanjut serta penentuan
prioritas mitigasi.

Kegiatanpengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas:
a. reviu atas kinerja unit yang bersangkutan;
b. pembinaan sumber daya manusia;
c. pengendalianatas pengelolaansistem informasi;
d. pengendalianfisikatas aset;
e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran

kinerja;
pemisahan fungsi;

g. otorisasi atas transaksi dan kejadianyang penting;
h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas

transaksi dan kejadian;
pembatasan akses atas sumber daya dan
pencatatannya;
akuntabilitas terhadap
pencatatannya; dan

k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian
Intem serta transaksi dan kejadian penting.

Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d pelaksanaannya minimal memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk

dan sarana komunikasi; dan
b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui

sistem informasisecara terus menerus.
Pemantauan pengendalian intem sebagaimanadimaksud
pada ayat (1)huruf e dilaksanakan melalui:

(3)
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lingkungan
Model Tiga

Pasal6
Penerapan Sistem Pengendalian Intern di
Kementerian dilakukan melalui pendekatan
Lini Terintegrasi yang dijalankan oleh:
a. pimpinan Kementerian;
b. lini pertama;

(1)

Bagian Kesatu
Model Tiga Lini Terintegrasi

BABIV
PENERAPANSISTEMPENGENDALIANINTERN

Pasal5
(1) Seluruh Pimpinan Unit Organisasi, Pimpinan Unit Kerja,

dan pegawai harus memberikan perhatian utama untuk
mewujudkan perilaku etis dan berintegritas,
kepemimpinan yang efektif, dan sumber daya manusia
yang kompeten, serta selalu sadar dengan Risiko
pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan
Kementerian.

(2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi harus:
a. menetapkan kebijakan penerapan pengendalian

intern sesuai dengan kebutuhan, kewenangan, dan
karakteristik Unit Organisasi dengan mengacu pada
kerangka kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri ini; dan

b. menyediakan infrastruktur yang memadai, minimal
mencakup pegawai, dana, sarana prasarana, dan
TIK.

(3) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Pimpinan Unit Kerja
harus:
a. membangun budaya sadar Risiko di lingkungan unit

masing-masing;
b. memberikan teladan untuk menerapkan perilaku etis

dan berintegritas kepada seluruh pegawai di
lingkungan unit masing-masing; dan

c. memimpin penerapan Sistem Pengendalian Intern di
lingkungan unit masing-masing.

BABIII
KEBIJAKANPOKOK

PENERAPANSISTEMPENGENDALIANINTERN

a. pemantauan berkelanjutan yang diselenggarakan
melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi,
pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang
terkait dalam pelaksanaan tugas;

b. evaluasi terpisah yang diselenggarakan melalui
penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas
Sistem Pengendalian Intern; dan

c. tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya yang harus segera diselesaikan dan
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme
penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya yang ditetapkan.
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Pasal8
(1) Peran pimpinan Kementerian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2)dijalankan olehMenteridan Wakil
Menteri.

(2) Peran lini pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3) dijalankan oleh manajemen operasional sesuai
dengan tingkatan organisasi pada:
a. kantor pusat unit Jabatan Pimpinan TinggiMadya

atau unit Eselon I;
b. Unit NonEselon;
c. unit non eselon yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri melalui unit
Jabatan Pimpinan TinggiMadyaatau Unit Eselon I
yang tidak menerapkan pola pengelolaankeuangan
BLU;

d. unit non eselon yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri melalui unit

~~\,/

BagianKedua
Struktur ModelTigaLiniTerintegrasi

Pasal 7
Penerapan Sistem Pengendalian Intem di lingkungan
Kementeriansebagaimana dimaksud dalam Pasal6 didukung
dengan pemeriksaan atau pengawasanekstem sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. lini kedua; dan
d. lini ketiga.

(2) PimpinanKementeriansebagaimanadimaksud pada ayat
(1)huruf a memilikiperan untuk:
a. menetapkan sasaran dan tujuan Kementerian;dan
b. menetapkan kebijakan dan mengarahkan penerapan

SistemPengendalianIntem.
(3) Linipertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf

b memiliki peran untuk menerapkan unsur Sistem
PengendalianIntem sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1)dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

(4) Linikedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c
memiliki peran untuk melaksanakan pemantauan atas
pelaksanaan peran lini pertama.

(5) Liniketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d
memilikiperan untuk melaksanakan pengawasan intem
secara independen dan objektif atas pelaksanaan peran
lini pertama dan lini kedua.

(6) Selain peran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), lini
ketigajuga memilikiperan sebagaipembinadan penjamin
kualitas lini kedua.

(7) Peran lini ketiga sebagaipembina lini kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (6)dilaksanakan melalui:
a. perumusan struktur dan tugas;
b. penyusunan pedoman dan/ atau pokok-pokok

kebijakan Pengawasan;
c. pengembangandan pelatihan kompetensi;dan
d. konsultansi dan asistensi pemantauan.
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Jabatan Pimpinan TinggiMadyaatau unit Eselon I
yangmenerapkan pola pengelolaankeuangan BLU;

e. UnitKerjavertikal;danIatau
f. Unit PelaksanaTeknis.

(3) Peran lini kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (4)dijalankan oleh:
a. UKI;dan
b. SPIBLU.

(4) UKIsebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a berada
pada:
a. kantor pusat unit Jabatan Pimpinan TinggiMadya

atau unit EselonI;
b. UnitNonEselon;
c. unit non eselon yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri melalui unit
Jabatan Pimpinan TinggiMadyaatau unit Eselon I
yang tidak menerapkan pola pengelolaankeuangan
BLU;

d. UnitKerjavertikal;dan/ atau
e. Unit PelaksanaTeknis.

(5) UKIsebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3
(tiga)tingkatan sesuai levelorganisasi sebagai berikut:
a. UKItingkat I;
b. UKItingkat II;dan
c. UKItingkat III.

(6) UKItingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (5)huruf
a merupakan UKIpada:
a. kantor pusat unit Jabatan Pimpinan TinggiMadya

atau unit Eselon I; atau
b. UnitNonEselon.

(7) UKItingkat I bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit
Organisasi.

(8) UKItingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (5)huruf
b merupakan UKIpada:
a. unit Eselon I:

1. Unit Kerjavertikal pada unit Jabatan Pimpinan
TinggiMadyaatau unit Eselon I setingkat unit
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau unit
Eselon II;atau

2. unit yang bertanggung jawab kepada Menteri
melalui pimpinan unit Jabatan PimpinanTinggi
Madya atau unit Eselon I atau secara
administratif bertanggung jawab kepada
pimpinan unit Jabatan PimpinanTinggiMadya
atau unit Eselon I;

b. unit non eselon yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri melalui unit
Jabatan Pimpinan TinggiMadyaatau unit Eselon I
yang tidak menerapkan pola pengelolaankeuangan
BLU;atau

c. Unit PelaksanaTeknis:
1. unit yang bertanggungjawab kepada pimpinan

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau unit
Eselon I; atau

2. unit yang bertanggungjawab kepada pimpinan
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Unit

~tv
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Pasal9
(1) Aparatur yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern

dengan ModelTigaLiniTerintegrasimencakup:
a. Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial di

lingkunganKementerian;dan
b. pejabat dan pegawaipada:

1. Unit NonEselon;
2. unit non eselon yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Menterimelalui
unit Jabatan PimpinanTinggiMadyaatau unit
Eselon I yang tidak menerapkan pola
pengelolaan keuangan BLU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)huruf c; dan -

3. unit non eselon yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Menterimelalui
unit Jabatan PimpinanTinggiMadyaatau Unit
Eselon I yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2)huruf d.

(2) Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memilikikompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan

(tv

Paragraf 1
Umum

BagianKetiga
Aparatur ModelTigaLiniTerintegrasi

Eselon I melalui unit Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama atau unit Eselon II.

(9) UKI tingkat II bertanggung jawab kepada masing-masing
pimpinan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10) UKItingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
c merupakan UKIpada:
a. Unit Kerja vertikal pada unit Jabatan Pimpinan

Tinggi Madya atau unit Eselon I setingkat unit
Jabatan Administratoratau unit Eselon III;

b. Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab
kepada pimpinan unit Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama atau unit Eselon II;atau

c. Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab
kepada pimpinan unit Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya atau unit Eselon I dan secara administratif
dibina oleh pimpinan kantor vertikal unit Jabatan
PimpinanTinggiMadyaatau unit Eselon I setingkat
unit Jabatan Pimpinan TinggiPratama atau Eselon
II.

(11)UKItingkat IIIbertanggungjawab kepada pimpinan unit
sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(12) Struktur UKIsebagaimana dimaksud pada ayat (4)dapat
menyesuaikan dengan kebutuhan unit Jabatan Pimpinan
TinggiMadyaatau unit Eselon I dan kebijakan organisasi
Kementerian dengan terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari lini ketiga.

(13) Peran lini ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5)dijalankan oleh Inspektorat Jenderal.
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Pasalll
(1) Aparatur lini kedua dijalankan oleh:

a. Pejabat Manajerialdan Pejabat Nonmanajerialpada
UKI;

b. pejabat dan pegawaipada UKIUnit NonEselon;

Iw

Paragraf3
Aparatur LiniKedua

Pasall0
(1) Aparatur lini pertama dijalankan oleh:

a. Pejabat Manajerialdan Pejabat Nonmanajerialpada
Unit Organisasidan Unit Kerja;dan

b. pejabat dan pegawaipada:
1. Unit NonEselon;
2. unit non eselon yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Menterimelalui
unit Jabatan PimpinanTinggiMadyaatau unit
Eselon I yang tidak menerapkan pola
pengelolaan keuangan BLU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)huruf c; dan

3. unit non eselon yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Menterimelalui
unit Jabatan PimpinanTinggiMadyaatau Unit
Eselon I yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2)huruf d.

(2) Aparatur lini pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi kualifikasisebagaiberikut:
a. memilikiintegritas dan moralitas yang baik; dan
b. memenuhi standar kompetensi jabatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Aparatur lini pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memiliki kompetensi teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf2
Aparatur LiniPertama

kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar
kompetensi setiap jabatan.

(3) Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan,
dan/ atau uji kompetensi.

(4) Untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intem dengan
Model Tiga Lini Terintegrasi secara efektif dan efisien,
jumlah aparatur harus mencukupi berdasarkan
pertimbangan kebutuhan organisasi, kebijakan
pimpinan, dan beban kerja pada masing-masing unit.

(5) Pemenuhan jumlah aparatur sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan melalui rekrutmen pegawai,
mutasi, atau promosi berdasarkan hasil Clearance.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Clearance sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan
Menteri yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal
untuk dan atas nama Menteri.
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Pasal12
(1) Aparatur lini ketiga dijalankan oleh Pejabat Manajerial

dan Pejabat Nonmanajerial yang mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan intem pada Inspektorat
Jenderal.

(2) Aparatur lini ketiga sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi kualifikasisebagaiberikut:
a. memilikiintegritas dan moralitasyang baik; dan
b. untuk Pejabat Nonmanajerial memenuhi syarat

kompetensi keahlian auditor danIatau pengawas
keuangan negara. CCv

Paragraf4
Aparatur LiniKetiga

c. pejabat dan pegawai pada UKIunit non eselon yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri melalui unit Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya atau unit Eselon I yang tidak
menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (2)huruf
c;dan

d. pejabat dan pegawai pada SPI BLU.
(2) Aparatur lini kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
a. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
b. memenuhi syarat kompetensi keahlian pengawas

keuangan negara bagi Pejabat Nonmanajerial dengan
jabatan fungsional; dan

c. memenuhi syarat:
1. pendidikan minimal Diploma III; dan
2. masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun,
bagi Pejabat Nonmanajerial dengan jabatan
pelaksana.

(3) Syarat kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dipenuhi melalui keikutsertaan dan
kelulusan uji kompetensi.

(4) Kebijakan yang berkaitan dengan UJI kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
instansi pembina jabatan fungsional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Aparatur lini kedua sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf c, dan huruf d harus memenuhikualifikasi
sebagaiberikut:
a. memilikiintegritas dan moralitasyang baik; dan
b. memenuhi standar kualifikasi berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Aparatur lini kedua sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

harus memiliki kompetensi teknis minimal terkait
dengan:
a. proses bisnis yang menjadi objek pengawasan pada

UnitOrganisasidan UnitKerjabersangkutan; dan
b. proses bisnis terkait tugas dan fungsi linikedua.

(7) UKI tingkat I danIatau lini ketiga dapat memfasilitasi
pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6).
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Pasal13
(1) Lini pertama memiliki tugas untuk menerapkan Sistem

Pengendalian Intem dengan:
a. melaksanakan proses pencegahan, deteksi, respon,

serta monitoring dan evaluasi dalam rangka
penegakan integritas serta pembangunan perilaku
yang positif dan lingkungan yang kondusif;

b. me1akukan identifikasi dan analisis atas Risiko,
termasuk Risiko kecurangan, terkait pencapaian
sasaran organisasi, serta rencana mitigasi sesuai
dengan ketentuan yang mengatur mengenai
Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian;

c. menyusun ReM terhadap proses bisnis pelaksanaan
tugas lini pertama termasuk Risiko pelanggaran
integritas;

d. melaksanakan kegiatan pengendalian dan mitigasi
Risiko, termasuk pengendalian atas TIK;

e. menyediakan danj'atau memanfaatkan sistem
informasi dan sarana komunikasi yang terintegrasi
dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern; dan

f. melakukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan
Sistem Pengendalian Intem secara berkelanjutan.

(2) Lini pertama memiliki kewenangan untuk:
a. meminta dukungan darr/atau asistensi yang

diperlukan kepada lini kedua dan lini ketiga dalam
rangka pelaksanaan tugas berkenaan dengan
jabatan sesuai dengan peraturan perundang­
undangan;

b. meminta lini kedua dan lini ketiga untuk melakukan
Pengawasan sesuai dengan kewenangan lini kedua
dan lini ketiga di luar Pengawasan yang sudah
direncanakan; dan

c. meminta pendampingan lini kedua dan Iatau lini
ketiga atas pelaksanaan pemeriksaan atau
pengawasanekstem.

(3) Linipertama memilikitanggungjawab untuk:
a. mendokumentasikan seluruh proses penerapan

SistemPengendalianIntem secara disiplindan tertib;
b. menyajikan dan/ atau memberikan akses terhadap

data, informasi, sistem informasi, catatan,
dokumentasi, aset, serta pejabat dari/atau pegawai

CCv

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

(3) Syarat kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dipenuhi melalui keikutsertaan dan
kelulusan uji kompetensi.

(4) Kebijakan yang berkaitan dengan uji kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
instansi pembina jabatan fungsional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams
memiliki kompetensi teknis minimal terkait dengan:
a. proses bisnis yang menjadi objek Pengawasan; dan
b. proses bisnis terkait tugas dan fungsi lini ketiga.
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Pasal14
Lini kedua yang dijalankan oleh UKI sebagaimana
dimaksud dalamPasal8 ayat (3)huruf a melakukan tugas
untuk membantu pimpinan lini pertama dalam
pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern
dengan:
a. memantau proses pencegahan, deteksi, respon, serta

monitoring dan evaluasi dalam rangka penegakan
integritas;

b. memantau penyusunan Profil Risiko, Rencana
MitigasiRisiko, dan pelaksanaan Rencana Mitigasi
Risiko;

c. memantau kepatuhan dan keakuratan pelaksanaan
proses bisnis;

(1)

(5)

yang diminta oleh lini kedua, lini ketiga, dan pihak
yang berwenang melakukan pemeriksaan atau
pengawasan ekstem dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memberikanketerangan lisan dan/ atau tertulis; dan
d. menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh

lini kedua dan lini ketiga serta rekomendasi hasil
pemeriksaan atau pengawasan ekstem.

Pimpinan lini pertama bertanggungjawab untuk:
a. memastikan efektivitas penerapan Sistem

PengendalianIntern;
b. menjadi panutan bagi pejabat lain dan pegawai di

lingkungankerjamasing-masingdalammenjalankan
tugas dan fungsi secara profesional, berintegritas,
dan patuh terhadap peraturan perundang­
undangan;

c. mengenal dan memahami pegawai secara lebih
intensif melalui kegiatan profiling yang minimal
mencakup informasi kepegawaian, karakter,
integritas, hubungan kekerabatan, kedisiplinan,
perilaku dan etika, gaya hidup, harta kekayaan, dan
informasilainnya;

d. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas
penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur,
atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;

e. melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaan
tugas dan fungsi olehpegawai;

f. mengelola sumber daya secara efisien dan efektif;
dan

g. menjamin pelaksanaan tugas lini kedua bebas dari
intervensi.

Setiappegawaibertanggungjawab untuk:
a. memahami setiap risiko atas pelaksanaan tugas dan

melaksanakan pengendaliannyasecara efektif;
b. mengenal dan memahami pimpinan Kementerian

dan Atasan Langsungsecara memadai;
c. mengingatkan pegawai lain yang menunjukkan

indikasi pelanggaranetika dan integritas; dan
d. melaporkandugaan pelanggaranetika dan integritas

kepada atasan pegawai atau melalui saluran
pengaduan Kementerian.

(4)
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d. melaksanakan Clearance;
e. melaksanakan klarifikasi laporan harta kekayaan;
f. melaksanakan investigasiintemal;
g. memantau pengendalian atas TIK;
h. memantau penye1esaiantindak lanjut rekomendasi

pengawasan intem oleh lini ketiga dan pemeriksaan
atau pengawasan ekstem;

i. melaksanakan evaluasi secara berkelanjutan atas
pelaksanaan tugas lini kedua satu tingkat di
bawahnya dan pelaksanaan tindakan korektif yang
diperlukan, dalam hallini kedua memilikiUKIsatu
tingkat di bawahnya;

J. me1akukan konsultansi terkait Manajemen Risiko
dan kepatuhan intemal;

k. mendampingilini pertama dalam pengawasan intern
oleh lini ketiga dan pelaksanaan pemeriksaan atau
pengawasan ekstem; dan

1. melaksanakan tugas lainnya yang sesuai dengan
fungsi kepatuhan intemal.

(2) Lini kedua yang dijalankan oleh SPI BLUsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)huruf b melakukan tugas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(3) Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), SPI BLU juga dapat melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pelaksanaan tugas lini kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan risiko.

(5) Dalam hal terdapat perumusan kebijakan intemallebih
lanjut terkait tugas lini kedua, kebijakan intemal
dimaksud harus mendapat persetujuan lini ketiga selaku
pembina lini kedua.

(6) Linikedua memilikikewenanganuntuk:
a. mengakses se1uruh data dan informasi, sistem

informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan
pejabat/pegawai pada lini pertama yang diperlukan
sehubungan dengan pe1aksanaan tugas dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang­
undangan;

b. melakukan komunikasi secara langsung dengan
pejabat dan pegawaiterkait pelaksanaan tugas;

c. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap
pelaksanaan tugas lini pertama;

d. meminta arahan kepada Pimpinan Unit Organisasi
danIatau PimpinanUnit Kerjabersangkutan; dan

e. meminta dukungan danIatau asistensi yang
diperlukan dari Unit Organisasi, Unit Kerja
bersangkutan, danIatau lini ketiga dalam rangka
pelaksanaan tugas.

(7) Linikedua memilikitanggungjawab untuk:
a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait

pe1aksanaan tugas pemantauan kecuali ditentukan
lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
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Pasal15
(1) Lini ketiga memiliki tugas melakukan pengawasan intern

dalam rangka memberikan nilai tambah dan
meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen
risiko, dan pengendalian intern dengan:
a. melaksanakan kegiatan asurans antara lain melalui

audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
b. melaksanakan kegiatan investigasi atas dugaan

penyimpangan dan Iatau penyalahgunaan
wewenang;

c. melaksanakan Clearance;
d. melaksanakan penjaminan kualitas atas

pelaksanaan tugas lini kedua;
e. melaksanakan koordinasi pengawasan dengan lini

pertama dan lini kedua;
f. melaksanakan kegiatan konsultansi antara lain

melalui asistensi, fasilitasi, dan pelatihan;
g. melaksanakan pendampingan terhadap lini pertama

yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan
ekstern, baik atas pertimbangan profesional maupun
permintaan Unit Organisasi dan Iatau Unit Kerja;
dan

h. tugas lain sesuai amanat peraturan perundang­
undangan darr/atau arahan pimpinan Kementerian.

(2) Pelaksanaan tugas lini ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan
risiko.

(3) Lini ketiga memiliki wewenang untuk:
a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem

informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan
pejabat/ pegawai yang diperlukan sehubungan

ftv

b. menyediakan data dan informasi serta memberikan
penjelasan yang diminta lini ketiga berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

c. menyampaikan rencana Pengawasan tahunan
kepada lini ketiga;

d. menyampaikan hasil pengawasan kepada Pimpinan
Unit Organisasi bersangkutan, lini kedua satu
tingkat di atasnya dalam hallini kedua memiliki UKI
satu tingkat di atasnya, dan lini ketiga;

e. menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh
lini ketiga dan pihak yang berwenang melakukan
pemeriksaan atau pengawasan ekstern;

f. melakukan langkah pencegahan dan Iatau
penanganan yang memadai terhadap indikasi
kecurangan, serta melaporkannya kepada lini ketiga;
dan

g. melaksanakan pembinaan dan koordinasi
pemantauan pada lini kedua satu tingkat di
bawahnya, dalam hal lini kedua memiliki UKI satu
tingkat di bawahnya.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai investigasi internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan
dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh
Inspektur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
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Dalam rangka mengoptimalkan efektivitas Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), perlu
dilakukan Pengawasan terhadap penerapan Manajemen
Risiko.

(1)
Pasal17

Pasal16
(1) Dalam rangka memperkuat efektivitas penerapan Sistem

Pengendalian Intern dengan ModelTigaLiniTerintegrasi,
dilakukan Pengawasan oleh lini pertama, lini kedua, dan
lini ketiga.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengantisipasi, mendeteksi, dan
merespons Risiko.

(3) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
Risikoatas:
a. pegawai;
b. proses bisnis; dan
c. TIK.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan atas Risiko
TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang
ditandatangani oleh Inspektur Jenderal untuk dan atas
nama Menteri.

BagianKesatu
Umum

BABV
PENGUATANEFEKTIVITAS

PENERAPANSISTEMPENGENDALIANINTERN
DENGANMODELTIGALINITERINTEGRASI

dengan pelaksanaan tugas pengawasan intern
dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. melakukan komunikasi secara langsung dengan
pejabat pada Unit Organisasi dan Iatau Unit Kerja
yang menjadi objek pengawasan intern dan pegawai
lain yang diperlukan;

c. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap
pelaksanaan tugas lini pertama dan lini kedua;

d. meminta arahan pimpinan Kementerian;
e. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Unit

Organisasi darr/atau PimpinanUnit Kerja;dan
f. melakukan koordinasi dengan pihak/ instansi

eksternal Kementerian dalam rangka pelaksanaan
tugas lini ketiga.

(4) Liniketigamemilikitanggungjawab untuk:
a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait

dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengawasan intern kecuali ditentukan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

b. menyampaikan hasil pengawasan kepada pimpinan
Kementerian serta Pimpinan Unit Organisasi dan
Pimpinan Unit Kerjabersangkutan.
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{tv

Lini kedua dan lini ketiga menyusun prioritas atas area
yang akan dilakukan Pengawasanberdasarkan:
a. amanat dalam ketentuan peraturan perundang­

undangan;
b. arahan pimpinanKementerian;atau

(1)
Pasal19

Paragraf2
Perencanaan Pengawasan

Pasal18
(1) Tahapan Pengawasan terhadap Risiko sebagaimana

dimaksud dalam Pasal16 ayat (3) terdiri atas:
a. perencanaan Pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan melekat oleh lini pertama;
c. pe1aksanaan pemantauan oleh lini kedua;
d. pe1aksanaan pengawasan intern oleh lini ketiga;
e. komunikasi Pengawasan; dan
f. tindak lanjut hasil Pengawasan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilaksanakan secara objektif dan bebas dari pengaruh
dan/ atau intervensi.

Paragraf 1
Umum

Bagian Kedua
Pengawasan atas

Risiko Pegawai, Risiko Proses Bisnis, dan Risiko TIK

(2) Pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang
lingkup atas:
a. struktur dan tugas dalam penerapan Manajemen

Risiko;
b. kebijakan dan penerapan Manajemen Risiko; dan
c. pembangunan budaya sadar risiko.

(3) Dalam pe1aksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), peran masing-masing lini sebagai berikut:
a. lini pertama memiliki peran untuk memastikan

se1uruh pegawai memahami dan menerapkan
Manajemen Risiko;

b. lini kedua memiliki peran untuk melaksanakan
pemantauan dan konsultansi atas kepatuhan dan
efektivitas penerapan Manajemen Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);dan

c. lini ketiga memiliki peran untuk melaksanakan
pengawasan intern atas kepatuhan dan efektivitas
penerapan Manajemen Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan terhadap
penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang
ditandatangani oleh Inspektur Jenderal untuk dan atas
nama Menteri.
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Pasal21
(1) Pengawasan melekat oleh lini pertama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)huruf b dilaksanakan
melaluipengendalian secara langsung dan terus menerus
oleh pimpinan unit dan/ atau Atasan Langsung kepada
pejabat./pegawaidi bawahnya,yang mencakup:
a. pemahaman atas Risikoproses bisnis yang menjadi

tugas linipertama, termasuk Risikoatas pegawaidan

Paragraf3
Pelaksanaan PengawasanMelekatolehLiniPertama

Pasal20
(1) Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (5)menjadi dasar bagi lini kedua dan lini
ketigauntuk menetapkan rencana Pengawasantahunan.

(2) Lini kedua dan lini ketiga menyusun perangkat
Pengawasan dengan mengacu pada ReM yang disusun
oleh lini pertama.

(3) Dalam hal diperlukan, perangkat Pengawasan lini ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disusun
berdasarkan ReMyang dibuat oleh lini ketiga.

Pengawasan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan ReM

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam
Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Inspektur
Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

kegiatanmenyelaraskandanb. memetakan

c. prioritas atas Risiko pegawai, Risiko proses bisnis,
dan Risiko TIK.

(2) Prioritas atas Risiko pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c minimal mengacu pada:
a. data historis terkait pelanggaran kode etik, hukuman

disiplin, dan Iatau pelanggaranpidana;
b. data potensi pelanggaran,mencakup informasi:

1. pelaporan pelanggaran;
2. kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
3. internal dan eksternal Kementerian;darr/atau
4. digital;dan

c. pegawai yang menjalankan proses bisnis yang
menjadi prioritas Risikoproses bisnis.

(3) Prioritasatas Risikoproses bisnis sebagaimanadimaksud
pada ayat (1)huruf cmengacupada ProfilRisikodan ReM
yang disusun oleh lini pertama.

(4) Prioritas atas Risiko TIK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf c mengacu pada:
a. peta rencana TIK;
b. proyekstrategis TIK;dan
c. TIKyang terkait dengan Risikoproses bisnis.

(5) Lini kedua dan lini ketiga melakukan penyelarasan atas
prioritas sebagaimanadimaksud pada ayat (1)untuk:
a. memastikan cakupan Pengawasan yang memadai;

dan
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Pasal22
(1) Pelaksanaan pemantauan oleh lini kedua sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dilakukan
terhadap pelaksanaan tugas lini pertama.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan atas:
a. kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan proses

pencegahan, deteksi, respon, serta monitoring dan

Paragraf4
Pelaksanaan Pemantauan oleh LiniKedua

TIK yang mendukung pelaksanaan proses bisnis
dimaksud; dan

b. pelaksanaan pengendalian atas Risiko sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

(2) Pengawasan melekat atas Risiko pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk
memastikan bahwa seluruh pegawaitelah berperilaku etis
dan berintegritas melalui proses:
a. pencegahan, yang merupakan tindakan, kegiatan,

danIatau langkahyang dilaksanakan untuk menjaga
integritas pegawaidan mengurangipotensi terjadinya
pe1anggarandanIatau penyimpangan integritas;

b. deteksi, yang merupakan tindakan, kegiatan,
dari/utau langkah yang dilaksanakan untuk
mengidentifikasi adanya potensi atau mendeteksi
terjadinya pelanggaran danIatau penyimpangan
integritas sedekat mungkin dengan waktu ketika
insiden tersebut terjadi, atau sebelum insiden terjadi
dengan mengidentifikasiupaya atau tindakan dalam
persiapan;

c. respons, yang merupakan tindakan, kegiatan,
darr/atau langkah yang dilaksanakan untuk
merespons atas pelanggaran dari/ atau
penyimpangan integritas yang terjadi melalui
investigasi untuk mendapatkan titik terang
bagaimana penyimpangan tersebut terjadi,
menentukan siapa yang bertanggung jawab,
mengambil tindakan korektif yang diperlukan,
menjatuhkan sanksi, dan memulihkan kerugian
yang disebabkan oleh insiden penyimpangan
integritas; dan

d. monitoringdan evaluasi, yang merupakan tindakan,
kegiatan, darr/atau langkah yang dilaksanakan
untuk me1akukan pemantauan dan evaluasi atas
implementasi kerangka integritas secara menyeluruh
dan perbaikan atas kegiatan dan/ atau aktivitas yang
terjadi, termasuk langkah lain untuk meningkatkan
integritas pegawai.

(3) Pengawasan me1ekat atas Risiko TIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk
memastikan pengendalian umum dan pengendalian
aplikasi atas TIK telah dijalankan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pelaksanaan pengawasan intern oleh lini ketiga
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 18 ayat (1)huruf d
dilakukan terhadap pelaksanaan peran lini pertama dan
lini kedua.

(1)
Pasal26

Paragraf 5
Pelaksanaan PengawasanIntern olehLiniKetiga

Pasal25
Dalarn hal lini kedua dijalankan oleh SPI BLU, lini kedua
rnelakukan tugas sebagairnanadirnaksud dalam Pasal 14ayat
(2)dan ayat (3).

Pasal24
Ketentuan lebih lanjut rnengenaipernantauan oleh lini kedua
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23
ditetapkan dalamKeputusanMenteriyangditandatangani oleh
Inspektur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

Pasal23
(1) Dalarn kondisi tertentu, pernantauan sebagairnana

dirnaksud dalam Pasal 22 ayat (2)huruf b dilakukan oleh
linikedua di atasnya dalam hallini kedua rnernilikiUKIdi
atasnya.

(2) Kondisi tertentu sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),
rneliputi:
a. pelanggaranintegritasyangdilakukan olehpirnpinan

unit; dan/ atau
b. hal-hal lain yang dapat rnernpengaruhi danIatau

rnengintervensipelaksanaan pernantauan.
(3) Dalam hal kondisi tertentu sebagairnanadirnaksud pada

ayat (2) dialami oleh UKI tingkat I, UKI tingkat I
rnelakukan koordinasidengan lini ketiga.

evaluasi sebagairnana dirnaksud dalam Pasal21 ayat
(2);

b. kepatuhan dan efektivitas kegiatan pengendalian
atas Risikoproses bisnis; dan

c. kepatuhan dan efektivitaspengendalianurnurn atas
TIKdan pengendalianaplikasi.

(3) Pernantauan dilaksanakan sesuai dengan tugas linikedua
sebagairnanadirnaksud dalam Pasall4.

(4) Selain rnelaksanakan pernantauan pada unit rnasing­
rnasing, UKI tingkat I, dan UKI tingkat II juga dapat
rnelakukan pernantauan pada Unit Kerja vertikal di
bawahnya.

(5) Hasilpernantauan oleh lini kedua dilakukan pernbahasan
dengan lini pertama untuk rnenyepakati:
a. sirnpulan atas hasil pernantauan; dan
b. rekornendasiserta rencana tindak lanjut.

(6) Selainpernantauan sebagairnanadirnaksudpada ayat (2),
lini kedua rnelaksanakan kegiatan konsultansi atas
penerapan pengendalian intern dan Manajernen Risiko
dan integritas pegawai rnelalui asistensi, fasilitasi, dan
pelatihan pada lini pertama.
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Pasal29
(1) Hasil pemantauan oleh lini kedua yang dijalankan oleh

UKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5)
dituangkan dalam laporan hasil pemantauan lini kedua
yang minimal memuat simpulan dan rekomendasi hasil
Pengawasandan disampaikan kepada pimpinanunit, lini
kedua satu tingkat di atasnya dalam hal lini kedua
memilikiUKIsatu tingkat di atasnya, dan/ atau liniketiga.

(2) Lini kedua yang dijalankan oleh UKI tingkat I
melaksanakan kompilasi dan analisis isu strategis dari

mtv

Pasal28
Hasil pengawasan melekat oleh lini pertama menjadi bagian
dalam pelaporanpelaksanaan tugas dan fungsi lini pertama.

Paragraf6
KomunikasiHasilPengawasan

Pasal27
(1) Lini ketiga dan lini kedua melakukan koordinasi

Pengawasanatas Risikopegawai,proses bisnis, dan TIK.
(2) KoordinasiPengawasansebagaimanadimaksudpada ayat

(1)dapat berupa:
a. pertukaran data dan informasi dengan

memperhatikan prinsip kerahasiaan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

b. pengawasan bersama antara lini kedua dan lini
ketigaatas objekPengawasantertentu; danIatau

c. permintaan Pengawasandari lini ketiga kepada lini
kedua dalam hal dibutuhkan cakupan Pengawasan
yang lebih luas.

(3) Ketentuan lebih Ianjut mengenaikoordinasi Pengawasan
lini kedua dan lini ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang
ditandatangani oleh Inspektur Jenderal untuk dan atas
nama Menteri.

(2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan atas:
a. kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan

proses pencegahan, deteksi, respons serta
monitoring dan evaluasi atas risiko pegawai;

b. ketaatan, efektivitas, efisiensi, dan kehematan atas
pelaksanaan proses bisnis yang dijalankan oleh lini
pertama dan lini kedua; dan

c. kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi atas
pengendalian umum atas TIK dan pengendalian
aplikasi.

(3) Pengawasan intern dilaksanakan sesuai dengan tugas lini
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal15.

(4) Hasil pengawasan intern oleh lini ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan
lini pertama dan Iatau linikedua untuk menyepakati:
a. simpulan atas hasil pengawasanintern; dan
b. rekomendasidan rencana tindak lanjut.
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Pasal32
(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan

integrasi Pengawasan atas risiko pegawai, proses bisnis,
dan TIK, Pengawasan oleh tiap lini dilaksanakan berbasis
digital.

(2) Pengawasan oleh tiap lini berbasis digital sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pendekatan Pemantauan Berkelanjutan oleh lini

pertama dan lini kedua serta Audit Berkelanjutan
oleh lini ketiga; dan

b. pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan
kebutuhan Kementerian.

Bagian Ketiga
Pengawasan Berbasis Digital

Pasal31
(1) Lini pertama harus menindaklanjuti rekomendasi serta

reneana tindak lanjut hasil pemantauan lini kedua dan
pengawasan intern lini ketiga.

(2) Lini kedua harus menindaklanjuti rekomendasi serta
rene ana tindak lanjut hasil pengawasan intern lini ketiga.

(3) Lini pertama menyampaikan penyelesaian tindak lanjut
hasil pemantauan lini kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada lini kedua.

(4) Lini pertama dan lini kedua menyampaikan penyelesaian
tindak lanjut hasil pengawasan intern lini ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada lini ketiga.

(5) Penyampaian penyelesaian tindak lanjut sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4)harus disertai dengan
bukti pendukung.

(6) Lini kedua dan lini ketiga melaksanakan pemantauan
atas penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4).

Paragraf7
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal30
(1) Hasil pengawasan intern oleh lini ketiga dituangkan

dalam laporan hasil pengawasan intern lini ketiga dan
disampaikan kepada pimpinan lini pertama dan/ atau lini
kedua yang menjadi klien pengawasan.

(2) Laporan hasil pengawasan intern minimal memuat
tujuan, ruang lingkup, simpulan, dan rekomendasi hasil
Pengawasan.

hasil pemantauan oleh UKI tingkat I, UKI tingkat II, dan
UKI tingkat III untuk disampaikan kepada lini ketiga.

(3) Hasil pelaksanaan tugas oleh lini kedua yang dijalankan
oleh SPI BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dituangkan dalam laporan hasil Pengawasan yang
minimal memuat simpulan dan rekomendasi hasil
Pengawasan dan disampaikan kepada pimpman BLU,
dewan pengawas, dan lini ketiga.
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(5)

(4)

(3)

(2)

Pasal34
Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)
huruf a dilakukan pada saat UKI melaksanakan
pemantauan.
Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan analisis risiko atas proses
pelaksanaan pemantauan UKI.
Supervisisebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
untuk menjamin kualitas proses pelaksanaan
pemantauan UKI.
Dalamkondisi tertentu, lini ketiga:
a. mengambil alih tanggung jawab dan kegiatan

pemantauan;
b. memimpinpelaksanaan pemantauan; atau
c. melaksanakan tindakan lain yang diperlukan atas

pelaksanaan pemantauan olehUKI.
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat berupa:
a. arahan pimpinan Kementerian;atau
b. hasil supervisimenunjukkan bahwa:

(1)

Pasal33
(1) Dalam rangka menjaga kualitas dan menilai kesesuaian

praktik pemantauan UKIdengan pedoman dan peraturan
perundang-undangan, lini ketiga melaksanakan
penjaminan kualitas.

(2) Penjaminankualitas sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui kegiatan:
a. supervisr;
b. eksaminasi; dan
c. penilaian.

BagianKeempat
Penjaminan Kualitas LiniKedua

(3) Pengawasanberbasis digitalsebagaimanadimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi pada seluruh
aplikasiyang digunakan dalam pelaksanaan proses bisnis
yang berkaitan dengan tugas fungsi Kementerian.

(4) Pengembangan dan pelaksanaan pengawasan berbasis
digital dilakukan oleh lini pertama, lini kedua, dan lini
ketiga secara kolaboratif dan diintegrasikan dengan
sistem informasipengawasan terintegrasi antarlini.

(5) Pengembangan dan pelaksanaan pengawasan berbasis
digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu
pada pedomanyang disusun oleh lini ketiga.

(6) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
sebagaimanadimaksud dalamPasal15 ayat (1),liniketiga
dapat mengembangkan pengawasan berbasis digital
secara kolaboratif dengan pihak/ instansi eksternal
Kementerian.

(7) Tahapan pengembangan Pemantauan Berkelanjutan dan
Audit Berkelanjutan serta ketentuan lebih lanjut
mengenai pengawasan berbasis digital ditetapkan dalam
Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Inspektur
Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
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Inspektur Jenderal menyampaikan laporan periodik
kepada pimpinan Kementerian paling sedikit satu kali
dalam satu semester.

(1)
Pasal39

BagianKelima
PelaporanStrategis

Pasal38
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan kualitas UKI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan penjaminan
kualitas SPI BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ditetapkan dalamKeputusanMenteriyangditandatanganioleh
Inspektur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

Pasal37
(1) Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan tugas SPI

BLU,lini ketiga selaku pembina lini kedua melaksanakan
penjaminankualitas.

(2) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilaksanakan melaluikegiatan:
a. evaluasi terhadap rencana Pengawasan yang

disampaikan oleh SPI BLU kepada lini ketiga,
termasuk pemberitahuan kepada pimpinan BLU
dalam hal SPI BLUbelum menyampaikan rencana
Pengawasan;dan

b. evaluasi terhadap hasil PengawasanSPIBLU.

Pasal36
(1) Penilaiansebagaimanadimaksud dalam Pasal33 ayat (2)

huruf c bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas
pelaksanaan pemantauan olehUKI.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara berkala.

Pasal35
(1) Eksaminasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33 ayat

(2)huruf b dilakukan setelah pemantauan UKIberakhir.
(2) Eksaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan analisis risiko atas hasil
pemantauan UKI.

(3) Eksaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menjamin kualitas proses darr/atau
hasil pelaksanaan pemantauan UKI.

(4) Dalamhal hasil eksaminasi sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) menunjukkan terdapat kesalahan dan/ atau
kekeliruan dalam proses dan hasil pemantauan UKI,
Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan Unit Kerja
melakukan pembetulan atas hasil pemantauan UKIdan
pembinaan terhadap pelaksana pemantauan.

1. terdapat indikasi penyimpangan dan/ atau
benturan kepentingan dalam pelaksanaan
pemantauan olehUKI;atau

2. pelaksanaan pemantauan olehUKItidak sesuai
dengan ketentuan.
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Pasal42
(1) Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai

bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern dengan
ModelTiga LiniTerintegrasi telah mendukung pencapaian

6tv

BABVII
PENGUKURANEFEKTIVITASPENERAPANSISTEM

PENGENDALIANINTERNDENGANMODELTIGALINI
TERINTEGRASI

Pasal41
(1) Lini ketiga mengembangkan sistem informasi pengawasan

terintegrasi antarlini melalui kolaborasi dengan lini
pertama dan lini kedua.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk mengintegrasikan dan
mengotomatisasikan kegiatan Pengawasan,
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas,
serta meminimalkan potensi terjadinya kecurangan.

(3) Lini pertama dan lini kedua harus menggunakan sistem
informasi pengawasan terintegrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

BABVI
PEMANFAATANSISTEMINFORMASI

Pasal40
Hasil atas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal16
dan pelaksanaan mitigasi Risiko dimanfaatkan untuk
pengambilan keputusan pimpinan Kementerian serta
pemutakhiran Profil Risiko dan ReM.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Hasil Pengawasan

(2) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan konsolidasi hasil Pengawasan lini
kedua dan lini ketiga yang bersifat strategis dan
berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan
Kementerian.

(3) Selain laporan yang bersifat periodik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Inspektur Jenderal
dapat menyampaikan laporan yang bersifat insidentil.

(4) Laporan yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disusun dalam hal terdapat kejadian yang
berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap
reputasi Kementerian serta perlu mendapat perhatian
segera dari Pimpinan Kementerian.

(5) Dalam menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Inspektur Jenderal berkoordinasi dengan
Pimpinan Unit Organisasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam
Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Inspektur
Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
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Pasal43
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2025.

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

tujuan Kementerian, dilakukan pengukuran efektivitas
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem.

(2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui penilaian tingkat maturitas Sistem
Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
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